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RUU Masyarakat Adat

Aturan Hak Adat Masih Terpisan

ANGCOTA Badan Legislasi
(Baleg)y DFE Danicl Johan
menilai. pengaturan masyarakat
huokum adat harus dilakukan
secara kormprebensil Selama ind
regulasi yvang ada masih bersifa
sekioral dan hanva mengaiur
sebapian aspek.

Meonurut Daniel, aturan
yang lerpisah-pisah membuoal
masyarakat hukum adat sulit
menlapatkan pengakuan. peelin-
dungan, dan pemberdayaan
secara jelas. Betidakpastian ing
terjadi di berbagai dacrah dan
menghambal implementasi hak-
hak adat.

“Karena itu, pengaturan se-
cara komprehensil dalam sato
L sangat diperlukan”
Damiel dalam keteranpgannva,
Jurnat (3/1072023).

Wakil Ketua Umum PEB it
menegaskan, masukan dard pa-
kar sangat penting agar naskah
akademik sera dreal RUL Ba-
svarakal Hukom Adal mencer-
minkan parlisipasi masyarakat
secara bermakng {meaning ful
participation]. Dengan begito,
hak-hak masvarakat adat enar-
benar dijamin dan kepufusan
yang diambil lebibe inklusil

LLjEr

"Parlisipasi masvarakal adal
secara aklil dalam pemvusunan
BEUL menjadi kunci agar hak
rercka lerlindungi dan diakui
sepenuhova,” lambahova.

Serpentara o, Wakil Ketua
Galep DPE Martin Manurung
menckankan penlingnyva kesa-
PrLaLart parulamgEan antar-purrang -
b ke Dvijako sy dan prosedur vaog,
terintegrasi. Hegulast vang lerse-
Larr dli Berbapai kementerian dan
lembapa jusira menimbulkan
epn sekioral.

"Contah, Kementerian Ke-
bnntanan fokus pada bulan adat
dalarm kawasan holan nepara,
sementara ATRBPN fukus pada
lanah ulaval dan proses pendal=
laranrya,” kata lepislalor Partai
Mo D tersebual.

Poerbedaan Tokus iu. lanjul-
nvi, kerap menimbulkan keti-
dakevcokan, buhkan konflik di
lapangan. Misaliyva, ketika suaiu
wilayah adat diklaim masuk ka-
st hutan oleh Bementerian
Elehataman.

“Dalam hal ini. proses peng-
akuannya barus mengikuti me-
kamisme hutan adat. Sedangkan
Jikea i Buar kawasan hutan, hams
melalui mekanisme ATR/GPMN,”

julasnya.

Martin menilai, kesamaan
pandangan dan prosedur ter-
inlegrasi sangal penling agar
sy arakal di'dl Lidak dipersulil
birarkrisi. Epo sckioral antar-
instansi justru menimbuelkan
masalah baru, apalagi ketika
wilavah adat bersingpungan
denpan kawasan lambang alaw
imveslasd L.

" Karena sering jupa kawasan
lambang kelika ingin mengaju-
karn izin, bersingpunpan dengan
kawasan hulan adal alaupun
tanah ulayal,” wpasnyva.

[4 menambablkan, diperlikan
el itical weill bersoma agar status
measyarakal adal vang dijamin
komstilusi tidak kalur dalar
regulasi. Kekhawatiran balwa
RULT Masyarakat [okum Addal
akzan IIL[![;H'II.EII:H[?H[ inveslasi
pun lidak beralasan. Justee de-
npan kepastian hukum, posisi
masvarakat adat dan investor
sl sanma jelas.

"Drengan adanva penpakuan
wvang lepas, masvarakal adal
tidak bisa tiba-tiba mengklaim
hakrva secara sepihak. Investor
Juga tabu dengan siapa mercka
berurisan,” ujarnya, BEYD
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